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PUTUSAN
Nomor 824/Pdt.G/2021/PA.Skg
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXtempat tanggal lahirSengkang, 12 April 1995 (umur 26
tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaantidak ada, bertempat kediaman diBTN Grand Hill
3, Blok L/80, Kelurahan Atakkae, KecamatanTempe,
Kabupaten  Wajo, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat.;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXtempat tanggal lahirSengkang, 19 Juli 1985 (umur 36
tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaanJual Beli Mobil, bertempat kediaman diBTN
Grand Hill 3, Blok K/193, Kelurahan Atakkae, Kecamatan
Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutsebagai
Tergugat.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan
register perkara Nomor 824/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 1 September 2021,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari
Kamistanggal 16 Juni 2016dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajodengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 227/06/V1/2016tanggal 17 Juni 2016;

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini
diajukan telah mencapai 5 tahun2 bulandan tinggal bersama selama 4 tahun
11bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah Kontrakan kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugatsebagaimana layaknya suami istri
dantelahdikaruniai tiga oranganak bernama:

3.1. A. Ahmad Anugrah (umur 8 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat,
3.2. A. Ahmad Noval (umur 4 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat,
3.3. A. Ahmad Akmal (umur 2 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai
tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada
bulan Juli 2016;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada
tanggal 15 Juni 2021, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

5.1. Tergugat seringkali cemburu buta tanpa alasan jelas, hingga menuduh
Penggugat telah berselingkuh,

5.2. Tergugat telah melakukan tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga
dan mengancam Penggugat untuk dibunuh,

sehingga Tergugatmeninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua

Penggugat pada tanggall5 Juni 2021 hingga sekarang ini dan telah

mencapai 2 bulan;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak
ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah
melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah
berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun
usaha tersebut tidak berhasil;
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8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik
bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh
menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat
mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan
putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat XXxXxxxxxxxxxxxterhadap

Penggugat XXXXXXXXXXXXX;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha
memberi nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan berusaha
rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga dan dapat mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/06/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016
yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe
Kabupaten Wajo. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya,
ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di
nezegelin.oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Saksi :

1. XXXXxxXxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara
lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu
kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah,
menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal pernikahan sudah tidak
harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat selalu cemburu tanpa
alasan yang jelas dan menuduh Penggugat selingkuh degan laki-laki lain,
Tergugat sering melakukan kekerasan bahkan mengancam ingin membunuh
Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkarannya serta penyebab
pertengkarannya;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni
2021 yang lalu akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga
sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan
kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali
membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara

lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
tante dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah,
menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal pernikahan sudah tidak
harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat selalu cemburu tanpa
alasan yang jelas dan menuduh Penggugat selingkuh degan laki-laki lain,
Tergugat sering melakukan kekerasan bahkan mengancam ingin membunuh
Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkarannya serta penyebab
pertengkarannya;

Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni

2021 yang lalu akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga

sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan

kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali
membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena
telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk
berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari
dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir
sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil
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Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Sengkang yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal
Tergugat secara in person. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai
Pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa
ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus
dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan
maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis
Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai
dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo
pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan
mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang
jelas dan menuduh Penggugat selingkuh degan laki-laki lain, Tergugat sering

melakukan kekerasan bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat;
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Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat secara terus-menerus ?;

- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;

- Apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal?

- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat
rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan
perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu
atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Penggugat
mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang
merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan pada tanggal 16 Juni 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo bukti
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa
Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal 16 Juni 2016 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan
demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam

perkara ini.
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Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai saksi kenal
dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari
Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah,
menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai tiga orang anak, sejak bulan
Januari 2018 sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat selalu
cemburu tanpa alasan yang jelas dan menuduh Penggugat selingkuh degan
laki-laki lain, Tergugat sering melakukan kekerasan bahkan mengancam ingin
membunuh Penggugat, saksi pernah melihat langsung pertengkarannya serta
penyebab pertengkarannya, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Juni 2021 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah,
sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan
kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, saksi pernah
menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya
namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai saksi kenal
dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakek dari Penggugat,
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada
tahun2016 dan telah dikaruniai tiga orang anak, sejak bulan Januari 2018
sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat selalu cemburu tanpa
alasan yang jelas dan menuduh Penggugat selingkuh degan laki-laki lain,
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Tergugat sering melakukan kekerasan bahkan mengancam ingin membunuh
Penggugat, saksi pernah melihat langsung pertengkarannya serta penyebab
pertengkarannya, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada
bulan Juni 2021 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga
sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya
masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, saksi pernah menasehati
Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak
berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan di
bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan
secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat
saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUHPerdata, keterangan tersebut
dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti Penggugat telah memenuhi syarat
formal dan materiil, maka semua alat bukti Penggugat tersebut mempunyai nilai
pembuktian, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P dan keterangan saksi-saksi tersebut
di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya
saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat
menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan
perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 16 Juni 2016 dihadapan
PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami
istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 9 dari 14 halaman Put. No. 824/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang
jelas dan menuduh Penggugat selingkuh degan laki-laki lain, Tergugat
sering melakukan kekerasan bahkan mengancam ingin membunuh
Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima
bulan yang lalu;

5. Bahwa para saksi dan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan
bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas dan
menuduh Penggugat selingkuh degan laki-laki lain, Tergugat sering melakukan
kekerasan bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat sedangkan
Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun
pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka
yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah (Irretrievable breakdown) dan sudah tidak mungkin untuk
rukun kembali (on heel baare tweespalt), dengan demikian Penggugat dan
Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh
Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan
yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak
akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia
sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli
dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri
untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir
bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandapat bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat,
apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan
tidak berhasilnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali
bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali,
sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya
dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung
tanpa penyelesaian yang pasti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
isteri”, juncto pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu
atas alasan kekerasan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi
norma hukum Islam sebagai berikut :

1. Kaidah fighiyah yang berbunyi:
o Lol | wd> e o 220 2aw laol I s, >

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan*.
2. Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim

sependapat dengan dalil figh yang tercantum dalam Kitab Figh Sunnah Jilid
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2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai
berikut:

O 6 uianll plg> are gloiwnsY Loy Lgs zo L usl as g 01 cacol 15l

wuolall lgalla, siiu>g 9s 0l iolall o callai Ul g 92 Laglisl

Login TV VI e jaeg ,uall cani bl ail, aslls

Artinya : “Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan

kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi

untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk

memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu

Hakim menceraikannya dengan talak ba'in jika terbukti

kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup
beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun
kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1)
R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka
Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena
perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat,
maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang
dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan
perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam
titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman Put. No. 824/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat XXXXXXXXxxXxxxxxxterhadap
Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 345.000 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 20 September
2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriyah oleh kami
Majelis Hakim yang terdiri dari H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., selaku Ketua
Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim
anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, SH., sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Hakim Ketua
Hilmah Ismail, S.HL. H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Muzdalifah.SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
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3. Biaya panggilan Rp. 225.000,-
4. PNBP Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya materai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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